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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya jumlah dan mutu kehidupan manusia menyebabkan 
berkembangnya juga dunia usaha di Indonesia dengan semakin pesatnya 
pembangunannya disegala bidang, kebutuhan dan beragamnya akan modal 
usaha sangat diperlukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. 
Pembangunan ekonomi, bagian dari pembangunan nasional 
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian 
disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, disini secara 
jelas nampak bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai pondasi 
dasar perekonomiannya.  
Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang 
berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun 
masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana 
besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula kebutuhan 
pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut diperoleh melalui kredit. 
Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak 
asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat 
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Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, 
baik perusahaan milik negara maupun milik swasta nasional.  
Setiap kegiatan dan langkah manusia selalu dihadapkan dengan 
berbagai kemungkinan, baik positif maupun negatif. Ada kalanya beruntung 
dan ada kalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 
kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti yang 
menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita atau 
kerugian yang disebut dengan risiko, seperti kecelakaan, kematian, dan 
gangguan kesehatan. Pada hakikatnya, kehidupan dan kegiatan manusia 
mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak abadi yang 
merupakan sifat alami yang tidak dapat dipastikan. Manusia sebagai makhluk 
ciptaan tuhan yang berakal, selalu berusahauntuk menghindari risiko yang 
membuatnya merasa tidak aman. 
Risiko merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia pada 
umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi.Risiko merupakan 
kemungkinan penyimpangan harapan yang tidakmenguntungkan yaitu 
ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.
1
 
Salah satu cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah 
denganmengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk 
menerimanya.Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu 
perjanjian asuransiatau pertanggungan. Yang mana tertanggung adalah 
individu atau perorangan,kelompok orang atau suatu institusi bahkan 
                                                             
1
 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2001), h. 58. 
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masyarakat luas. Sedangkan yangmenjadi penanggung adalah perusahaan 
asuransi sebagai lembaga atau institusiyang berbentuk badan hukum yang 
menerima peralihan risiko daripihak lain.Halini dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan akan rasa aman kepadamasyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:  
1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 
tidak pasti, atau 
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung 
dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 
hasil pengelolaan dana.
2
 
Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi 
“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut namanya, 
hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum kontrak 
nominaat dan hukum kontrak innominaat. Hukum kontrak nominaat 
                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1 
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merupakan merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak 
atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum kontrak 
innominaat merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai 
kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini 
belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.
3
 Hukum kontrak 
innominat diatur dalam Buku ke III KUHPerdata Pasal 1319 KUHPerdata. 
Berdasarkan defenisi tentang asuransi tersebut, maka asuransi 
merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat 
sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan pengertian dari 
perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata namun dengan karakteristik 
bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Dikatakan suatu 
persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) karena asuransi dianggap 
suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua 
pihak maupun bagi pihak lain, bergantung kepada suatu kejadian yang belum 
tentu. 
Adapun beberapa hal penting mengenai asuransi adalah sebagai 
berikut: 
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH 
Perdata. 
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah 
ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, 
                                                             
3
 Salim. H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003) h. 4 
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hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
3. Terdapat dua pihak didalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, 
namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan 
yang akan menerima tanggungan. 
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju 
untuk diadakan perjanjian asuransi 
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat 
untuk melaksanakan kewajibannya.
4
 
Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh 
peroranganmaupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana 
finansial dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi risiko 
yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas 
harta benda yang dimiliki.Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan 
kegiatannya menghadapi berbagairisiko yang mungkin dapat mengganggu 
kesinambungan usahanya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko 
namun asuransi merupakan metode yangpaling banyak dipakai. Asuransi 
menjanjikan perlindungan kepada pihaktertanggung terhadap risiko yang 
dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. 
Selain itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan 
mempunyai peranan penting jika ditinjau dari kegiatan perlindungan risiko, 
yakni perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan 
                                                             
4
Asikin Zainal, Hukum Dagang, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013), h. 276-277 
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premi. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam 
jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan 
sendiri. Oleh karena itu diperlukan usaha pengerahan dana masyarakat. 
Dengan peranan asuransi tersebut, dalam perkembangan pembangunan 
ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan 
hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. 
Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggungan adalah perjanjian 
timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana 
penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar 
sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, 
kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya 
evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar 
uang premi”.5 
Sementara itu, dalam KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa Asuransi atau 
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung 
mengikatkan diri kepada tertaggung, dengan menerima suatu premi, untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 
suatu peristiwa yang tak tertentu. 
Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini, 
diantaranya:  
1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam 
menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari 
                                                             
5
 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum 
Pertanggungan, (Jakarta: Djambatan, 1986), h. 10 
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kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak 
diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi 
dari perusahaan asuransi.  
2. Asuransi dapat menaikan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab 
dengan memperalihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan 
asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya 
pada peningkatan usahanya.  
3. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan 
adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira 
sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya 
ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan 
oleh perusahaan. 
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Apabila 
seseorang meminjam kredit bank, maka biasanya meminta kepada 
debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.  
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan 
ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami 
seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi. 
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk 
harapan masa deapan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi 
teritama dalam asuransi jiwa.  
7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang 
terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana 
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investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah 
maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya 
dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
banyak.
6
 
Pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan 
jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia 
usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata 
kehidupan rumah tangga, baik dalam mengahadapi risiko mendasar seperti 
risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. 
Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi 
berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.
7
 
Namun problem yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian 
yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun 
masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak 
dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko 
tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko 
tersebut pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha 
lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa 
yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi. 
Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. 
Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari 
sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian 
                                                             
6
 Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung 
Asuransi Deposito Usaha Peransuransian), (Bandung: Alumni, 1993), h. 59 
7
Herman Darmawi. Manajemen Asuransi, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h. 1 
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karena kematian sebelum waktunya dari anggota - anggota kelompok 
tersebut.
 
Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh 
kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan 
seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada 
asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit 
untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil 
risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.
 
Sebagaimana yang telah terjadi pada koperasi di SMKN 1 Lubuk 
Sikaping yang anggota dari koperasi tersebut adalah para guru yang bekerja 
di SMK tersebut. Koperasi SMK menjalin kerja sama dengan pihak PT. 
Asuransi Jiwasraya untuk membantu mengurangi beban dimasa yang akan 
datang apabila salah seorang anggota meninggal dunia maka hutangnya akan 
ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi. Tetapi yang terjadi pada koperasi 
di SMKN 1 Lubuk Sikaping pihak perusahaan asuransi Jiwasraya telah 
melanggar perjanjian dengan memutuskan hubungan kerja sama sepihak 
dengan anggota koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping. 
 
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis berinisiatif melakukan 
penelitian yang berjudul “Pemutusan Kontrak Kerjasama Sepihak Oleh 
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Pihak Koperasi SMKN 1 
Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman”. 
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B. Batasan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas diperoleh 
gambaran tentang permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya 
keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis mamandang perlu 
memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah 
yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pemutusan kontrak 
kerjasama yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pihak 
Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan 
permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero) Dengan Pihak Koperasi SMK Negeri 1 Lubuk 
Sikaping Kabupaten Pasaman? 
2. Apakah penyebab dari Pemutusan Kontrak Kerjasama yang Dilakukan 
Oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada Pihak Koperasi di SMK 
Negeri 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ? 
3. Apakah akibat hukum dari Pemutusan Kontrak Kerjasama yang dilakukan 
oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada Pihak Koperasi di SMK 
Negeri 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah penjabaran strategi 
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terhadap fenomena yang muncul terhadap penelitian, sekaligus penelitian 
yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. 
Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara PT. 
Asuransi Jiwasraya Dengan Pihak Koperasi SMK Negeri 1 Lubuk 
Sikaping Kabupaten Pasaman. 
b. Untuk mengetahui penyebab dari Pemutusan Kontrak Kerjasama yang 
Dilakukan Oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada Pihak 
Koperasi di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. 
c. Untuk mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak dapat 
melakukan kewajibannya sesuai perjanjian.  
2. Manfaat Penelitian yang diharapkan antara lain : 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 
penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
penulis kelompokkan menjadi dua :  
a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan Ilmu Hukum Bisnis pada umumnya, khususnya yang 
berkaitan dengan PelaksanaanKontrak Kerjasama. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan awal 
untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam permasalahan yang 
sama. 
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b. Manfaat Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir 
bagi penulis dan pembaca. 
2) Dapat mengolah serta menganalisis secara mendalam dan konkrit 
mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Asuransi 
Jiwasraya dengan koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping di Kabupaten 
Pasaman. 
3) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi 
yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang 
dipergunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum 
yang sedang berlaku.
8
 Penelitian dilakukan di Kantor PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero) untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara 
secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
                                                             
8
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),  h. 
16 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk 
memperoleh data. Adapun lokasi penelitian ini adalah pada di Kantor PT. 
Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. 
Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah, bahwa saat ini 
masalah pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak belum mendapatkan 
penyelesaian oleh kedua belah pihak. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah pihak PT. Asuransi Jiwasraya dan 
anggota Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping. Sedangkan objek dari 
penelitian ini adalah pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak oleh 
Asuransi Jiwasraya terhadap Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-
kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.
9
 Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah 30 (tiga puluh) orang guru 
SMKN 1 Lubuk Sikaping yang menjadi nasabah asuransi jiwasraya, yang 
diambil sebesar 13% sebagai sampel yaitu sebanyak 4 orang dengan 
metode purposive sampling, yakni peneliti menetukan langsung sampel 
yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini, kemudian 
ditambah 1 orang karyawan PT. Asuransi Jiwasraya cabang Padang.  
                                                             
9
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 121 
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Tabel 1.1 
Jumlah Populasi Nasabah dan karyawan PT. Asuransi 
Jiwasraya cabang Padang. 
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentse 
1 Nasabah 30 Orang 4 Orang 13% 
2 Karyawan Asuransi 
Jiwasraya Bagian 
Marketing 
1 Orang 1 Orang 100% 
Jumlah 31 Orang  5 Orang   
Sumber : Data Lapangan, 2017 
Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 
populasi.
10
 Sampel yang diambil adalah sebesar 13% yakni sebanyak 4 
orang nasabah dengan metode purposive sampling yaitu peneliti 
menetukan langsung sampel yang dianggap dapat memberikan data dalam 
penelitian ini, dan ditambah 1 (satu) orang karyawan pada PT. Asuransi 
Jiwasraya, dengan metode total sampling. 
5. Sumber Data 
Sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi 
yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara 
nontekstruktur dengan responden terhadap pegawai PT. Asuransi 
Jiwasraya dan anggota Koperasi SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping 
Kabupaten Pasaman. 
b. Data Sekunder 
Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga 
menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan 
                                                             
10
 Ibid., h. 122 
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penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, 
hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 
seterusnya.
11
 
6. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan atau dipakai dalam 
melakukan penelitian ini adalah : 
a. Observasi 
Observasi adalah dengan cara mengadakan pengamatan 
langsung ke lokasi dan mendapatkan gambaran nyata tentang kejadian 
yang akan diteliti. 
b. Wawancara/ Interview 
Wawancara nonterstruktur, yaitu cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
12
 
Penulis melakukan wawancara nonterstruktur dengan menyiapkan 
terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan 
dengan permasalahan yang diteliti, yang hendak disampaikan kepada 
responden. Caranya dengan menanyakan langsung kepada pegawai PT. 
Asuransi Jiwasraya dan anggota Koperasi SMK Negeri 1 Lubuk 
Sikaping. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai 
keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan 
memperkuat data yang telah diperoleh. Pada wawancara ini yang paling 
                                                             
11
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UII Press, 2007), h. 52. 
12
Burhan Ashshafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, h. 95. 
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penting adalah memilih orang-orang yang tepat atau mempunyai 
keahlian terbaik mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui.
13
 
c. Kepustakaan 
Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku 
yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. 
7. Metode Analisis Data 
Data-data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara 
dianalisa dengan Teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu data-data 
tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan 
jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain 
dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh 
tentang masalah yang diteliti.
14
 
Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu 
cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau 
dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, 
yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Adapun untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika 
sebagai berikut : 
 
                                                             
13
Ibid, h. 97. 
14
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008),  h. 77-78 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan antara latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah PT. 
Asuransi Jiwasraya, tugas dan wewenang karyawan asuransi, 
visi, misi, tujuan dan fungsi Asuransi Jiwasraya. 
BAB III : Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini penulis menyajikan teori-teori yang berhubungan 
dengan tinjauan umum tentang perjanjian dan perjanjian 
kerjasama. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama antara pihak Asuransi Jiwasraya dengan 
Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping, penyebab pemutusan 
perjanjian kerjasama secara sepihak, dan akibat hukum dari 
pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak 
Asuransi Jiwasraya terhadap Koperasi SMKN 1 Lubuk 
Sikaping. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil 
penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang 
ditujukan untuk perbaikan perusahaan yang akan datang. 
 
